PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 642.2/5327.Kep./Dikbud/2016

Tentang :

Pemberian Jjin Operasional Kepada SMK. YPIB Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Sumedang, untuk Operasional Pembelajaran SMK YPIB Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2016 / 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat,
dan Pemerintah ;

2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Imam
Bonjol Kabupaten Sumedang telah mengusahakan Tjin Operasional
SMK YPIB Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Sumedang;

3. bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional dan pembukaan
Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;

4. bahwa berhubungan kutipan ab,c di atas maka untuk membina
kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang,
dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian [jin
Operasional Kepada SMK YPIB Tanjungsari Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2016/2017.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496); :



5. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157),

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah,

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/
Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah  nMenengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mits), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

14, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008
tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Mengah Atas/
Madrasah Aliyah (SMA/MA),

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009
tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Saiuan
pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);



MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ( Lembara Daerah Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46),

21. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang
Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Pemberian Ijin Operasional kepada SMK YPIB Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tahun pelajaran
2016/2017,

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama;

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikelvarkandi:SUMEDANG
Pada Tanggal : 2| Desember 2016

Drs. IESQNSE D NURIKHSAN, M.Si
T Pembina a Muda
NIP. 19660516 19809 1 001

1. Yth. Bupati Sumedang,
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.




